BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG

TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh  Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4179);

4. Undang-Undan;



S

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019  (COVID-19) dan/atau Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan = Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang
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10.
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13.

14.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

15, Peratura
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);




21.

22.

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29,

-5.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman TDaerah (l.emharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23};

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

30. Peratura
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781};

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor
8);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 53);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun
202] tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2021 Nomor 15);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor S Tahun 2022
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2020 Nomor 43);

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun
2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2021 Nomor 28}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor
39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021
Nomor 39);

MEMUTUSKAD
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri

atas :

a. Pendapatan

1.

Daerah Rp.
2. Pendapatan Transfer Rp.
3. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp.

Jumlah Pendapatan Rp.

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai Rp.

b) Belanja Barang

dan Jasa Rp.

c¢) Belanja Bunga Rp.

d) Belanja Subsidi Rp.

e) Belanja Hibah  Rp.

f) Belanja Bantuan

Jumlah Belanja

Operasi Rp.
2. Belanja Modal Rp.
3. Belanja Tidak

Terduga Rp.
4. Belanja Transfer Rp.

Pendapatan Asli

138.639.037.827,45
1.063.417.479.749,00

39.672.960.000,00

1.241.729.477.576,45

439.452.084.743,00

274.279.963.762,00
0,00

0,00
42.268.509.972,53

Sosial Rp. 16.375.006.930,00

Jumlah Belanja Rp.
Surplus/(Defisit) Rp.

Jumlah Pembiayaan

Netto Rp.

Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran

tahun berkenaan Rp.

772.375.565.407,53
145.249.477.560,21

0,00
252.668.507.524,00

1. 170.293.550.491,74
71.435.927.084,71

21.592.708.523,31

93.028.635.608,02

x\/(&\ Pasal 2/!



Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum Lampiran 1.1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap oarang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 Aoudus 2022 M
1 Shewac 1444 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 Agusius 2022 M

1 ;hqzrm‘ 14

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIAN(

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR 2.4






